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Perkawinan adalah  ikatan lahir batin antara seorang pria 
dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan 
membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan 
kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Agar  tujuan 
perkawinan dapat tercapai dibutuhkan program yang tepat 
dari pemerintah, yaitu melalui pelaksanaan bimbingan 
perkawinan bagi calon pengantin yang diadakan oleh 
Kementerian Agama. Berdasarkan konteks tersebut penyusun 
ingin meneliti tentang efektivitas pelaksanaan bimbingan 
perkawinan bagi calon pengantin oleh Kementerian Agama 
Kota Yogyakarta. 
 Pokok masalah  dari skripsi ini adalah apa saja 
kendala dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon 
pengantin oleh Kementerian Agama Kota Yogyakarta dan 
bagaimana efektivitas pelaksanaan bimbingan perkawinan 
bagi calon pengantin yang dilaksanakan oleh Kementerian 
Agama Kota Yogyakarta. Adapun jenis penelitian adalah 
penelitian lapangan (field research) di Kementerian Agama 
Kota Yogyakarta. Pendekatan yang digunakan dalam skripsi 
ini adalah Pendekatan Yuridis. Metode yang digunakan 
adalah wawancara, observasi, analisis data dan dokumentasi. 
 Hasil penelitian menunjukkan  bahwa dalam 
pelaksanaan bimbingan perkawinan oleh Kementerian 
Agama Kota Yogyakarta ada beberapa hal yang belum sesuai 
dengan peraturan yang ada, sehingga pelaksanaan bimbingan 
perkawinan belum bisa dikatakan efektif. Hal itu dikarenakan 
adanya beberapa kendala dalam pelaksanaan bimbingan 
perkawinan. Akan tetapi bimbingan perkawinan yang 
dilakukan oleh Kementerian Agama Kota Yogyakarta sudah 
mampu memberikan edukasi dan pemahaman bagi calon 
pengantin terkait kehidupan rumah tangga. 
 























































“You are braver than you believe, stronger than you seem, 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN 
 
Transliterasi yang digunakan dalam karya tulis ini 
adalah transliterasi yang telah menjadi keputusan bersama 
Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 










 Alif - Tidak dilambangkan أ
  Ba b  be ة
  Ta t  te د
 ṡa ṡ س
es (dengan titik di 
atas) 
 Jim J Je ج
 ḥa ḥ ح
ha (dengan titik di 
bawah) 
 Kha kh  ka dan ha خ
  dal  d  de د
  żal   ż ذ
zet (dengan titik di 
atas) 
 ra  r  Er ز
ix 
 
   zai  z  zet ش
  sin  s  es ض
  syin  sy  es dan ye غ
  ṣad  ṣ ص
es (dengan titik di 
bawah) 
  ḍad  ḍ ض
de (dengan titik di 
bawah) 
 ṭa ṭ ط
te (dengan titik di 
bawah) 
  ẓa  ẓ ظ
zet (dengan titik di 
bawah) 
 ain „... koma tebalik di atas„ ع
  gain  g  ge غ
  fa  f  ef ف
  qaf  q  ki ق
  kaf  k  ka ن
  lam  l  el ل
  mim  m  em و
ٌ nun  n  en  
ٔ wau  w  we  
ِ ha  h  ha  
   hamzah  ... apostrof ء





2. Vokal  
a. Vokal Tunggal 
Tanda Nama Huru Latin Nama 
__َ___ Fathah a a 
__ِ___ Kasrah i i 
__ُ___ ḍammah u U 
 
b. Vokal Rangkap  
Tanda dan 
Huruf 
Nama Huru Latin Nama 
.َ... ٘ fathah Ai a dan i 
ٔ .َ... kasrah    au    a dan u  
 
Contoh: 
 Ditulis Kataba َكزَتَ 
 Ditulis fa‟ala فََعمَ 
 Ditulis Żukira ُذِكسَ 
 Ditulis Yażhabu َْٚرَْتُ 





3. Maddah  
Harakat dan 
huruf 
Nama Huruf dan 
tanda 
Nama 
 fathah dan ....َ .ٖ ...َ .ا           
alif atau ya 
Ā a dan garis 
di atas 
ٖ. ِ.... Kasrah dan 
ya 
Ī i dan garis 
di bawah 
ٔ. ُ.... ḍammah 
dan wau 




    Ditulis qāla لَبلَ 
 Ditulis rāmā َزَيٗ
ْٛمَ   Ditulis Qīla لِ
لُ  ْٕ  Ditulis Yaqūlu َٚمُ
  
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua yaitu: 
1. Ta marbutah hidup 
2. Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, 
kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah /t/ 
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3. Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, 
transliterasinya adalah /h/ 
Jika pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti 
oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan 
kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu 
transliterasinya ha. 
Contoh: 
َضخُ ْاألَْطفَبل ْٔ  Ditulis rauḍah al-aṭfāl َز
َزح َٕ َُ ًُ َُْٚخُ ْان ِد ًَ -Ditulis al-madīnah al ْان
munawwarah 
 Ditulis ṭalḥah طَْهَحخ
 
5. Syaddah (tasydid) 
Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan 
arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah 
atau tanda tasydid, dalam transliterasi tersebut 
dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf sama dengan 
huruf yang diberi tanda tasydid. 
Contoh: 
َب  ditulis Rabanā َزثَُّ
لَ  َصَّ  ditulis Nazzala 
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 ditulis al-birru ْانجِس  
 ditulis al-ḥajju ْانَحج  
ىَ   ditulis nu‟‟ima َُعِّ
 
6. Kata sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf alif lam (ال). Namun dalam 
transliterasi ini kata sandang dibedakan atas kata sandang 
yang diikuti oleh huruf syamsiyyah  dan kata sandang 
yang diikuti oleh huruf qamariyyah. 
1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah 
ditransliterasikan sesuai bunyinya, yaitu huruf /1/ 
diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata 
sandang itu. 
2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah 
ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan 
di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. 
Baik diikuti oleh huruf syamsiyyah maupun huruf 
qamariyyah kata sandang ditulis terpisah dari kata yang 
mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sandang. 
Contoh: 
ُجمُ   ditulis ar-rajulu انسَّ
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َِّٛدحُ   Ditulis as-sayyidatu انعَّ
 ditulis asy-syamsu انشًَّطُ 
سُ  ًَ  ditulis al-qamaru ْانمَ
ْٚعُ   ditulis al-ba‟du ْانجَِد
 ditulis al-jalālu ْانَجالَلُ 
 
7. Hamzah  
Dinyatakan di depan bahwa hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof. Namun hanya berlaku 
bagi hamzah yang terletak ditengah dan diakhir kata. Bila 
hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, 
karena dalam tulisan Arab berupa alif. 
Contoh: 
  ٌَ ْٕ  ditulis an-nau‟u رَْدُخهُ
ءُ   ditulis syai‟un انَُّٕ
ء   ْٙ  ditulis inna َش
 ٌْ  ditulis inna إِ
 ditulis umirtu أُْيْسدْ 






8. Penulisan kata 
Pada dasarnya setiap kata, bail fi‟il, isim maupun 
harf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang 
penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan 
dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang 
dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata 
tersebut dirangkaikan juga dengan kata yang lain yang 
mengikutinya. 
Contoh: 
 ٍَ ْٛ اِشلِ ُْٛس انسَّ َٕ َخ ٌَّ هللاَ نَُٓ إِ َٔ  ditulis  -Wa innallāha lahuwa 
khair ar-rāziqīn. 
 ٌَ َْٛصا ًِ َْٛم ٔاْن ا اْنك ْٕ فُ ْٔ َ -Ditulis -Wa aufū al-kaila wa al فَأ
mizan. 
ُيْسَظَٓبثِْعِى هللاِ  َٔ َيْجِسْبَ   Ditulis Bismillāhi majrēha wa 
mursāhā 
ِْٛذ  ٔهللِ َعهَٗ انَُّبِض ِحج  اْنجَ
ْٛاَل  ِّ َظجِ ْٛ ٍِ  اْظزَطَبَع إِنَ  َي
Ditulis -Wa lillāhi „alan-nāsi hijju 
al-baiti man-istaṭā’a ilaihi 
sabilā. 
-Wa lillahi ‘alan-nāsi 
ḥijjul-hijjul-baiti man-





9. Huruf kapital 
Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital 
dikenal, namun dalam transliterasi ini huruf tersebut 
dipergunakan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam 
EYD, di antaranya: 
Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf 
awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu 
didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan 
huruf kapital tetap huruf yang nama diri tersebut, bukan 




َيب ل    َٔ ْٕ د  إَِّلَّ َزُظ ًَ  Ditulis Wa mā Muhammadun illā ُيَح
rasul 
ِضَع نِهَُّبِض  ُٔ ٍْٛذ  ل ثَ َّٔ ٌَّ أَ إِ
ْ٘ ثِجََكخَ ُو ثَبَزًكب   نهَِّر
Ditulis Inna awwala baitin wuḍi‟a 
linnāsi lallażi bi Bakkata 
mubarakan 
َِْصَل  ْ٘ أ  ٌَ انَِّر َيَضب ُْٓس انسَّ َش
 ٌُ ِّ اْنمُْسأَ ْٛ  فِ
Ditulis -Syahru Ramaḍana al-lazi 
unzila fīh al-Qur’ān. 
 ٍَ ْٛ جِ ًُ نَمْد َزاَءُِ ثِبأْلُفُِك اْن َٔ Ditulis -Wa laqad ra’āhu bi al-
ufuq al-  mub ni. 






 ثعى هللا انسحًٍ انسحٛى
هلل زة انعهًٍٛ ٔثّ َعزعٍٛ عهٗ أيٕز اندَٛب ٔاندٍٚ أشٓد اٌ َّل انّ اَّل هللا انحًد 
ٔأشٓد اٌ يحًدا عجدِ ٔزظٕنّ انهٓى صم ٔظهى عهٗ يحًد ٔعهٗ انّ ٔأصحبثّ 
 أجًعٍٛ ايبثعد
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BAB I  
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Pernikahan adalah istilah yang diambil dari bahasa 
arab yaitu dari kata nakah}a atau zawaja yang artinya 
adalah kawin. Nikah dalam arti yang sesungguhnya 
adalah “menghimpit” atau “berkumpul” dalam arti 
kiasannya adalah bersetubuh. Nikah diartikan lebih 
khusus dalam konteks syari’ah adalah akad, yaitu sebuah 
perjanjian untuk mengikatkan pria dan wanita dalam 
perkawinan.
1
 Pengertian perkawinan juga dijelaskan 
dalam Undang-Undang, yaitu Undang-Undang No 1 
tahun 1974. Dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 
perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin 
antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami 
istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah 




Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2 
disebutkan bahwa  perkawinan adalah pernikahan, atau 
                                                                
1
 Umar Haris Sanjaya dkk., Hukum Perkawinan di Indonesia, cet. Ke-1 
(Yogyakarta: Gama Media, 2017), hlm.11. 
2 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 1 
2 
 
akad yang sangat kuat atau mis\aqan ghaliz}an untuk 
mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah 
ibadah. Pernikahan bertujuan untuk mewujudkan 
kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan 
rahmah.  
Dibalik kata “sakinah, mawaddah, warahmah” 
tersimpan rasa ketentraman, ketenangan dan juga 
kedamaian bagi mereka yang mampu melaksanakannya. 
Dalam hal ini Allah berfirman dalam surat Ar-Ru>m 
(30): 21 
وهي اياته اى خلق لكن هي اًفسكن ازواجا لتسكٌىا اليها وجعل بيٌكن هىدة ورحوة
  
روىاى في ذلك اليت لقىم يتفك
3
  
 Maksud dari ayat di atas adalah allah menciptakan  
manusia saling berpasangan (laki-laki dan wanita) agar 
kita merasa tentram, saling membantu dan berdasarkan 
kasih sayang dalam menjalankan kehidupan rumah 
tangga  sehingga tujuan dari sebuah pernikahan yaitu 
membentuk keluarga yang sakinah mawaddah 
warahmah dapat terwujud. 
Telah di jelaskan didalam hukum Islam bahwa 
tujuan dari sebuah perkawinan adalah menghalalkan 
hubungan kelamin antara seorang pria dan wanita untuk 
memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, 
                                                                
3 Ar-Ru>m (30): 21. 
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membentuk/mewujudkan satu keluarga yang damai, 
tenteram dan kekal dengan dasar cinta dan kasih sayang, 
dan memperoleh keturunan yang sah yang akan 
melangsungkan keturunan serta memperkembangkan 
suku-suku bangsa manusia. 
Sementara dalam Undang-Undang Perkawinan 
disebutkan tujuan perkawinan adalah untuk membentuk 
keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan 
Yang Maha Esa. Dalam pasal 3 KHI juga disebutkan 
bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan 
kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan 
rahmah. 
Agar kehidupan rumah tangga harmonis, bahagia, 
tentram dan memberikan ketenangan hati maka suami 
istri harus sama-sama menjalankan tanggung jawabnya 
masing-masing. Dengan demikian tujuan hidup 
berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntunan 
agama.  
Agar tercapainya sebuah tujuan utama perkawinan, 
tidak hanya pihak keluarga yang berperan dalam 
mewujudkannya, melainkan Negara juga berusaha untuk 
mengurangi angka perceraian di Indonesia. Dalam 
rangka mendukung rencana kerja pemerintah dibidang 
pembangunan dan ketahanan keluarga menuju keluarga 
sakinah, maka diadakan Bimbingan Perkawinan bagi 
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calon pengantin atau yang lebih dikenal dengn BIMWIN 
yang merupakan program dari Ditjen Bimas Islam 
Kementerian Agama RI melalui Peraturan Direktur 
Jendral Bimbingan Masyarakat (BIMAS) Islam 
Kementerian Agama Nomor 379 tahun 2018 tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah 
Bagi Calon Pengantin agar upaya dalam mengurangi 
perselisihan dan perceraian di indonesia bisa terlaksana 
sesuai dengan yang diharapkan.  
Bimbingan perkawinan adalah pelatihan pemberian 
bekal wawasan, pemahaman dan keterampilan tentang 
bagaimana seharusnya menjalani kehidupan rumah 
tangga yang sesuai dengan agama. Adapun peserta 
bimbingan perkawinan adalah laki-laki dan perempuan 
yang telah mendaftar di KUA dan remaja usia nikah 
yang telah memenuhi persyaratan. Berdasarkan Undang-
Undang Perkawinan peserta wajib mengikuti bimbingan 
perkawinan yang diselenggarakan oleh Kementerian 
Agama serta organisasi keagamaan Islam yang memiliki 
akreditasi dari Kementrian Agama.  
Materi bimbingan perkawinan diberikan sekurang-
kurangnya 16 JPL (dua hari) yang disampaikan oleh 
narasumber yang dapat diambilkan dari unsur 
Kementerian Agama, Kementerian terkait dan 
profesional/praktisi. Sedangkan pembiayaan bimbingan 
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perkawinan sesuai dengan peraturan Direktur Jendral 
Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 tahun 2018 
adalah bersumber dari APBN dan/atau PNBP NR.
4
 
Setelah mengikuti bimbingan perkawinan, dari pihak 
kementerian agama akan memberikan  sertifikat yang 
digunakan sebagai syarat pencatatan pernikahan, dengan 
ini maka bimbingan perkawinan wajib diikuti oleh para 
calon pengantin dikarenakan sertifikat dari bimbingan 
perkawinan tersebut merupakan syarat perkawinan yang 
nantinya akan dilampirkan pada pencatatan pernikahan.  
Dengan diberlakukannya aturan ini diharapkan dapat 
meningkatkan pemahaman tentang betapa pentingnya 
bimbingan perkawinan bagi calon pengantin sehingga 
nantinya mampu memberikan efek positif yaitu dapat 
meminimalisir angka perceraian. 
Dari pengamatan yang ada,  Peraturan Direktur 
Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam  nomor 379 tahun 
2018 bukan merupakan program baru di lingkungan 
Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama, tetapi hanya 
diganti nama saja. Terbitnya Keputusan Direktur 
Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 tahun 
2018 sekaligus  mencabut dan menyatakan tidak 
                                                                
4 Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 




berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan 
Masyarakat Islam Nomor 881 tahun 2017. Dalam 
prakteknya  ini tentunya akan ada perbedaan dengan 
peraturan sebelumnya yang diharapkan dapat 
memperbaiki kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaan 
Bimbingan Perkawinan sebelumnya. Dan juga kita perlu 
mengetahui apakah pelaksanaan bimbingan perkawinan 
menurut peraturan Direktur Jenderal Bimbingan 
Masyarakat Islam tahun 2018 ini sudah efektif dan sesuai 
dengan peraturan yang ada atau masih menemukan 
kendala-kendala dalam pelaksanaannya. Hal inilah yang 
memicu penyusun untuk mengangkat judul skripsi 
tentang “EFEKTIVITAS PELAKSANAAN 
BIMBINGAN PERKAWINAN BAGI CALON 
PENGANTIN OLEH KEMENTERIAN AGAMA 
KOTA YOGYAKARTA”. 
 
B. Pokok Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah maka ada 
beberapa hal yang harus di teliti agar skripsi ini lebih 
sistematis dan tertata, maka penyusun merumuskan 
masalah sebagai berikut: 
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1. Apa saja faktor penghambat pelaksanaan bimbingan 
perkawinan oleh Kementrian Agama di Kota 
Yogyakarta? 
2. Bagaimana efektivitas pelaksanaan bimbingan 
perkawinan bagi calon pengantin oleh Kementrian 
Agama  di Kota Yogyakarta? 
 
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
Tujuan yang hendak dicapai setelah penelitian ini selesai 
adalah: 
1. Untuk menjelaskan apa faktor penghambat dalam 
pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon 
pengantin oleh Kementrian Agama di Kota 
Yogyakarta. 
2. Untuk menjelaskan efektivitas  pelaksanaan 
bimbingan perkawinan bagi calon pengantin oleh 
Kementrian Agama di Kota Yogyakarta. 
Adapun kegunaan yang penyusun harapkan dari 
penelitian ini, diantaranya adalah sebagai berikut: 
1. Secara teoritis, penelitian skripsi ini dapat 
memberikan informasi dan pemahaman tentang 
pelaksanaan kursus bimbingan perkawinan bagi 
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calon pengantin dalam upaya membangun keluarga 
sakinah. 
2. Secara praktis, diharapkan dapat dijadikan sebagai 
acuan terhadap calon pengantin ataupun penyusun 
yang kelak juga akan melaksanakan perkawinan 
dengan catatan mengikuti bimbingan perkawinan 
dengan sungguh-sungguh. 
D. Telaah Pustaka  
Berdasarkan penelusuran dan pengamatan yang ada, 
penyusun menemukan beberapa penelitian skripsi yang 
juga membahas terkait bimbingan perkawinan bagi calon 
pengantin. Akan tetapi yang membahas tentang 
“Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi 
Calon Pengantin  Oleh Kementrian Agama Kota 
Yogyakarta” belum ada. Meskipun bimbingan 
perkawinan sudah diberlakukan dan beberapa kali 
mengalami perubahan akan tetapi dalam praktiknya pasti 
ada hal yang sesuai dengan peraturan Dirjen Bimbingan 
Masyarakat Islam nomor 379 tahun 2018 dan ada pula 
yang kurang sesuai. Baik dari faktor pendukung dan 
faktor penghambat, sarana prasarana serta keterlibatan 
masyarakat terhadap pelaksanaan bimbingan calon 
pengantin. Berdasarkan penelusuran, berikut skripsi-
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skripsi yang membahas tentang bimbingan perkawinan 
bagi calon pengantin: 
Skripsi yang disusun oleh Ilham Hidayatullah yang 
berjudul “Gambaran Umum Pelaksanaan Kursus Calon 
Pengantin dan Kursus Pra Nikah di KUA Umbulharjo”.
5
 
Skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana pelaksanaan 
kursus calon pengantin dan kursus pra nikah di KUA 
Umbulharjo. Kemudian menjelaskan tentang faktor 
pendukung dan penghambat pelaksanaan kursus calon 
pengantin dan kursus pra nikah di KUA Umbulharjo. 
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan. 
Penyusun melakukan pengamatan secara langsung 
bagaimana pelaksanaan kursus calon pengantin tersebut. 
Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 
pelaksanaan kursus calon pengantin dan kursus pra nikah 
di KUA Umbulharjo bisa dikatakan belum efektif dari 
segi teknis pelaksanaannya jika ditinjau dari norma 
yangg berlaku di indonesia yakni Peraturan Direktur 
Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian 
Agama Nomor DJ.II/491 tahun 2009 tentang kursus 
calon pengantin dan peraturan Direktur Jenderal 
                                                                
5 Ilham Hidayatullah, “Gambaran Umum Pelaksanaan Kursus Calon 
Pengantin dan Kursus Pra Nikah di KUA Umbulharjo”, Skripsi tidak diterbitkan, 
Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas 




Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama 
Nomor DJ.II/542 tahun 2013 tentang Kursus Pra-Nikah. 
Penghambat dari pelaksanaan kursus calon pengantin di 
KUA Umbulharjo ada beberapa faktor. Yaitu, ketiadaan 
sarana dan prasarana termasuk gedung dan sertifikat, 
keterbatasan dana, kurangnya minat dari peserta kursus 
calon pengantin dikarenakan kurangnya sosialisasi dari 
penyuluh akan pentingnya kegiatan kursus calon 
pengantin dan kursus pra nikah.       
Skripsi yang disusun oleh Elsi Nurfajri yang 
berjudul “Pelaksanaan Kursus Pra Nikah di BP4 Se-Kota 
Yogyakarta”.
6
 Skripsi ini menjelaskan tentang 
bagaimana praktik pelaksanaan kursus pra nikah di BP4 
se-kota Yogyakarta dan untuk mengetahui apa yang 
menjadi kendala dalam pelaksanaan kursus pra nikah di 
BP4 se-kota Yogyakarta. Jenis penelitian yang 
digunakan penyususn dalam penelitian ini adalah 
penelitian lapangan (field research). Metode analisisnya 
adalah deskriptif analitik yaitu metode pengumpulan data 
melalui interpretasi yang tepat. Sedangkan hasil 
penelitian yang penyusun lakukan dilapangan mengenai 
                                                                
6 Elsi Nurfajri, “Pelaksanaan Kursus Pra Nikah di BP4 Se-Kota 
Yogyakarta”, Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah 





pelaksanaan kursus pra nikah di BP4 se-kota Yogyakarta. 
Praktik pelaksanaan kursus pra nikah memiliki dua tipe 
pelaksanaan yaitu, kursus pra nikah terpadu dan kursus 
penasihatan pra nikah. Materi yang disampaikan 
disesuaikan dengan kemampuan penasihat dan calon 
pengantin. Terkadang ada tambahan materi yang 
merupakan pengalaman dari penasihat. Adapun kendala 
yang ada adalah adanya calon pengantin yang kesulitan 
mencari waktu untuk mengikuti penasihatan. Dana 
operasioanal BP4 yang tidak pasti dari mana sumbernya. 
Kemudian ditinjau dari Peraturan Direktur Jenderal 
Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 tahun 
2013 pelaksanaan kursus pra nikah memiliki aspek yang 
terpenuhi dan belum terpenuhi yaitu dari segi waktu 
pelaksanaan, sarana, materi dan sertifikasi yang belum 
teralisasinya pembuatan sertifikat yang seragam.    
Skripsi yang disusun oleh Mufidatun Chasanah yang 
berjudul “Pelaksanaan Bimbingan Pra-Nikah Dalam 
Mewujudkan Keluarga Sakinah di KUA Keacamatan 
Gondokusuman Yogyakarta”.
7
 Skripsi ini menjelaskan 
tentang unsur apa saja yang terkandung dalam 
pelaksanaan bimbingan pra-nikah dalam mewujudkan 
                                                                
7 Mufidatun Chasanah, “Pelaksanaan Bimbingan Pra-Nikah Dalam 
Mewujudkan Keluarga Sakinah di KUA Keacamatan Gondokusuman 
Yogyakarta”, Skripsi Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah 
dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2018). 
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keluarga sakinah di BP4 kecamatan Gondokusuman 
Yogyakarta. Jenis penelitian yang digunakan dalam 
skripsi ini ialah penelitian kualitatif. Hasil dari skripsi ini 
dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur bimbingan pra-
nikah yang dilaksanakan oleh BP4 Gondokusuman yaitu, 
jam pelaksanaan bimbingan pra nikah, narasumber atau 
konselor yang terdiri dari ahli agama, tenaga profesional, 
mediator perkara di pengadilan agama, masyarakat dan 
ahli bidang terkait, metode bimbingan pra nikah yaitu 
metode face to face individu dan kelompok dan materi 
bimbingan pra-nikah. 
Skripsi yang disusun oleh Kotimah yang berjudul 
“Persepsi Peserta Kursus Calon Pengantin Terhadap 
Bimbingan Pernikahan di BP4 Kecamatan Depok 
Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta”.
8
 
skripsi ini menjelaskan bagaiman persepsi peserta kursus 
calon pengantin terhadap pelaksanaan bimbingan 
pernikahan yang dilaksanakan oleh BP4 Kecamatan 
Depok. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian 
kualitatif yang bersifat deskriptif, untuk memperoleh 
data lapangan penyusun menggunakan metode 
wawancara atau interview, dokumentasi dan observasi. 
                                                                
8 Kotimah, “Persepsi Peserta Kursus Calon Pengantin Terhadap Bimbingan 
Pernikahan di BP4 Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Daerah Istimewa 
Yogyakarta”, Skripsi Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah 
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yog yakarta, (2007). 
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Hasil dari skripsi ini adalah dalam pelaksaan pasti ada 
hal yang sesuai ataupun yang kurang sesuai dengan 
peraturan yang sudah ditentukan. Tapi dalam konteks 
peserta kursus calon pengantin di BP4 Kecamatan Depok 
yang bermacam-macam karakter, umur, pendidikan dan 
asal daerah tidak begitu berpengaruh terhadap 
penerimaan pelaksaan bimbingan pernikahan, hampir 
dari sebagian peserta menerima adanya kursus calon 
pengantin dan menanggapi dengan baik. Kemudian dapat 
disimpulkan bahwa tanggapan peserta kursus calon 
pengantin akan adanya kegiatan kursus calon pengantin 
di BP4 Kecamatan Depok disambut dengan baik, materi 
yang disampaikan juga disetujui oleh para peserta karena 
materi yang disampaikan sangat dibutuhkan bagi mereka 
yang akan berumah tangga, tanggapan peserta mengenai 
metode yang digunakan juga kebanyakan dari mereka 
menerima, tanggapan peserta mengenai penyampai 
materi juga baik tetapi cara menyampaikan materi masih 
harus ditingkatkan.  
Dari hasil penelaahan yang penyusun lakukan, 
penyusun mengambil kesimpulan bahwa belum ada 
penelitian tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan di 
Kota Yogyakarta. Memang banyak penelitian tentang 
efektivitas pelaksanaan bimbingan perkawinan, akan 
tetapi tingkat keefektifannya di setiap kota dapat 
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berbeda-beda. Oleh karena itu, penyusun berasumsi 
bahwa penelitian ini refresentatif dan layak untuk dikaji. 
 
E. Kerangka Teori   
1. Teori Efektivitas Hukum 
Istilah teori efektivitas hukum berasal dari bahasa 
inggris yaitu effectiveness of the legal theory, bahasa 
belanda disebut dengan effectiviteit van de juridische 
theorie, bahasa jermannya, wirksamkeit der rechtlichen 
theorie. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 
efektivitas berasal dari kata efektif yang artinya ada 
efeknya, manjur, membawa hasil. Jadi efektivitas adalah 
keaktifan, daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu 
kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran 
yang dituju. 
Lawrence M Friedman mengategorikan efektivitas 
hukum ke dalam tiga unsur. Pertama, struktur sistem 
hukum adalah lembaga dan penegak hukum atau 
pelaksana dari undang-undangan dengan menganalisis 
keberhasilan dan/atau kegagalan pemberlakuan yang 
dipengaruhi oleh peran lembaga dan penegak hukum 
tersebut. Kedua, pengertian substansi adalah materi atau 
isi dari hukum atau undang-undang.  Yaitu, menganalisis 
materi undang-undang atau peraturan pemerintah atau 
peraturan lain. Analisis materi ini dimaksudkan untuk 
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menganalisis apakah materi yang ada dalam perundang-
undangan telah sejalan, sinkron dan koheren dengan misi 
pokok yang diemban pada awal pembentukan 
peraturannya. Ketiga, budaya hukum yaitu masyarakat 
yang menjadi subyek yang diatur oleh hukum, 
menyangkut ide, gagasan, nilai-nilai, norma dan 
semacamnya, misal bagaimana pengetahuan masyarakat 
terhadap hukum bagaimana sosialisasi hukum sehingga 
masyarakat mengetahui, apa yang menyebabkan 
masyarakat tidak mengetahui hukum.
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Pada penelitian ini, Efektivitas yang dimaksud 
adalah Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan 
Bagi Calon Pengantin Oleh Kementerian Agama Kota 
Yogyakarta terhadap Keputusan Direktur Jenderal 
Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 
tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan 
Pranikah bagi Calon Pengantin. 
2. Pengertian Bimbingan Perkawinan 
Bimbingan adalah terjemahan dari kata bahasa 
inggris “guidance” adalah kata dalam bentuk masdar 
yang berasal dari kata  “to guide”  artinya 
menunnjukkan, membimbing atau menuntun orang lain 
                                                                
9 Khoiruddin Nasution, Pengantar Studi Islam dilengkapi Pendekatan 





Secara  terminologi menurut 
pengertian yang dikemukakan oleh para ahli sebagai 
berikut: 
  Arifin, dalam bukunya menjelaskan bahwa 
bimbingan adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh 
seseorang dalam rangka memberikan bantuan kepada 
orang lain yang mengalami kesulitan-kesulitan dalam 




 Pengertian senada juga dijumpai dalam literatur 
lainnya. Bimo Walgito dalam bukunya yang berjudul  
bimbingan dan konseling perkawinan mengatakan bahwa 
bimbingan itu merupakan bantuan yang diberikan kepada 
individu, untuk mengembangkan kemampuan-
kemampuannya dengan baik agar individu itu dapat 
memecahkan masalahnya sendiri dan dapat mengadakan 
penyesuaian diri dengan baik.
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Sedangkan  perkawinan  menurut ensiklopedia 
indonesia sama dengan nikah, sedang menurut 
                                                                
10
 Arifin, Pokok-pokok pikiran tentang bimbingan penyuluhan agama, 
(Jakarta:Bulan Bintang, 1976), Hlm.18. 
11Ibid., hlm. 24 




Purwadaminta kawin adalah perjodohan laki-laki dan 
perempuan menjadi suami istri.      
Bimbingan perkawinan adalah bimbingan atau 
bantuan yang di berikan kepada  pasangan calon suami 
istri yang berisi tuntunan, petunjuk, nasihat pengarahan  
dan informasi tentang perkawinan dengan maksud agar 
calon pengantin dapat menyelaraskan perbedaan  dan 
mampu menyelesaikan masalah-yang mereka hadapi 
didalam rumah tangga sehingga kelak dapat membangun 
keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Jadi, 
bimbingan perkawinan merupakan upaya yang dilakukan 
pemerintah (Kementerian Agama) untuk  membekali 
calon pengantin dalam mengarungi kehidupan rumah 
tangga.  
3. Tujuan Bimbingan Perkawinan 
Berdasar pengertian diatas, tujuan dari bimbingan 
perkawinan bagi calon pengantin adalah sebagai berikut: 
a. Membantu individu mencegah timbulnya 
problem-problem yang berkaitan dengan 
kehidupan berumah tangganya, antara lain 
dengan membantu individu memahami hakikat 
kehidupan berkeluarga, membantu individu 
memahami tujuan hidup berkeluarga, membantu 
individu memahami cara-cara membina 
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kehidupan berkeluarga yang sakinah, 
mawaddah warahmah, membantu individu 
memahami melaksanakan pembinaan kehidupan 
berumah tangga sesuai dengan ajaran islam.
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b. Membantu individu memelihara situasi dan 
kondisi pernikahan dan rumah tangga agar tetap 
baik dan mengembangkannya agar jauh lebih 
baik, yakni dengan cara memelihara situasi dan 
kondisi pernikahan dan kehidupan berumah 
tangga yang semula pernah terkena problem dan 
telah teratasi agar tidak menjadi permasalahn 
kembali, dan mengembangkan situasi dan 




4. Metode Bimbingan Perkawinan 
Secara emitologi, metode berasal dari bahasa 
“Yunani” yang berarti cara atau jalan, sedangkan secara 
istilah metode ialah cara atau jalan yang ditempuh untuk 
mencapai suatu tujuan dengan hasil yang efektif dan 
efisien. Metode yang digunakan dalam bimbingan ini 
                                                                
13
 Thohari Musnamar, Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling 
Islami, (Yogyakarta: UII Press,1992), hlm.71. 
14 Ibid, hlm. 72. 
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adalah dengan cara ceramah, diskusi tanya jawab dan 
penugasannya disesuikan dengan kondisi dan kebutuhan 
di lapangan. 
5. Sarana dan Pembiayaan Bimbingan Perkawinan 
bagi Calon Pengantin 
Sarana dan pembiayaan adalah segala sesuatu yang 
digunakan untuk mencapai suatu tujuan, yang mana 
dapat menghubungkan antara narasumber dengan 
peserta. Sarana dan pembiayaan bimbingan perkawinan 
meliputi: 
a. Sarana pembelajaran dalam bentuk silabus dan 
modul yang disediakan oleh  Kementerian 
Agama. 
b. Pembiayaan bimbingan perkawinan bagi calon 
pengantin bersumber dari dana APBN dan/atau 
PNBP NR. 
6. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat 
Program Bimbingan Perkawinan bagi Calon 
pengantin 
Kesuksesan dan keberhasilan dari bimbingan 
perkawinan ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. 




F. Metode Penelitian  
Dalam penyusunan skripsi ini penyusun 
menggunakan metode penelitian sebagai berikut:  
1. Subjek Penelitian 
Subjek penelitian adalah sumber tempat memperoleh 
keterangan penelitian.
15
Dalam hal ini, yang dijadikan 
subjek penelitian adalah: 
a. Kepala seksi bimbingan masyarakat 
kementerian agama Yogyakarta 
b. Narasumber pelaksanaan program bimbingan 
perkawinan bagi calon pengantin 
c. Panitia pelaksanaan program bimbingan 
perkawinan bagi calon pengantin, dan 
d. Peserta bimbingan perkawinan 
2. Objek  Penelitian 
Objek penelitian adalah topik permasalahan yang 
dikaji dalam penelitian. Pada penelitian kali ini yang 
dijadikan objek penelitian adalah pelaksanaan bimbingan 
perkawinan bagi calon pengantin oleh Kementerian 
Agama Kota Yogyakarta.  
                                                                
15 Winarno Surakhmad, Pengantar Ilmiah Dasar Metode, Dasar dan 
Tekhnik, (Bandung: Trasindo, 1990), hlm.143. 
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3. Jenis Penelitian   
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field 
research), yaitu peneliti mencari informasi dan data 
secara langsung pada pelaksanaan bimbingan 
perkawinan yang diadakan oleh Kemenag Kota 
Yogyakarta. 
4. Sifat Penelitian 
Sifat penelitian yang digunakan adalah Deskriptif 
Analisis, yaitu mendeskripsikan, menuturkan, dan 
mengklarifikasi secara obyektif terhadap pelaksanaan 
bimbingan perkawinan sehingga peneliti dapat 
mempresentasikan serta menganalisa dengan cermat.
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5. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah pendekatan Yuridis. Pendekatan Yuridis ialah 
sebuah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan 
hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-
konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-
undangan yang berhubungan dengan penelitian, yaitu 
Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat 
Islam Nomor 379 tahun 2018 tentang Petunjuk 
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Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon 
Pengantin. 
G. Metode Pengumpulan Data 
a. Sumber data 
Sumber data yang dimaksud dalam penelitian 
adalah darimana data diperoleh. Adapun sumber 
data yang digunakan dalam skripsi ini adalah:  
1. Data primer, yaitu data yang diperoleh 
langsung dari lapangan.
17
 Data primer 
dalam penelitian ini diperoleh dengan cara 
dokumentasi dan wawancara dengan Kepala 
seksi bimbingan masyarakat islam 
Kementerian Agama Kota Yogyakarta, 
narasumber pelaksanaan bimbingan 
perkawinan, dan peserta bimbingan 
perkawinan terkait pelaksanaan bimbingan 
perkawinan oleh Kementerian Agama Kota 
Yogyakarta yang dilaksanakan di KUA 
Tegalrejo. 
2. Data sekunder, yaitu Data yang diperoleh 
dari bukan sumber utama, melainkan sudah 
dikumpulkan pihak-pihak lain dan sudah 
                                                                
17 S. Nasution, Metode Research Penelitian Ilmiah, ( PT Bumi Aksara: 
Jakarta, 2006), hlm.143. 
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diolah. Sehingga data sekunder tersebut 
berupa hasil penelitian, buku-buku, majalah, 
internet, dsb yang sifatnya sebagai 
penunjang dari data primer. 
b. Interview/Wawancara 
Metode pengumpulan data pertama adalah 
metode Interview atau Wawancara. Interview 
atau Wawancara digunakan untuk memperoleh 
informasi tentang hal-hal yang tidak dapat 
diperoleh lewat pengamatan. 
Ada tiga cara untuk melakukan interview 
atau wawancara yaitu, melalui percakapan 
informal (interview bebas), menggunakan 
pedoman wawancara dan menggunakan 
pedoman baku.
18
 dalam hal ini penyusun 
menggunakan teknik wawancara yang sifatnya 
bebas terarah, penyusun menyiapkan dan 
menulis pokok pembahasan yang ditanyakan 
kepada  pihak  yang diwawancarai sehingga 
topik pembahasan tidak menyimpang dan dapat 
terhindar dari terjadinya kegugupan saat 
wawancara. 
                                                                
18 Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, (PT. Rineka Cipta: 
Jakarta,1996), hlm. 59. 
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c. Observasi  
Observasi adalah mengamati secara langsung 
secara sistematis. Dalam hal ini, penyusun 
berusaha semaksimal mungkin untuk melihat 
serta mengamati secara langsung kemudian 
menulis apa yang telah penyusun dapatkan 
selama proses observasi itu sendiri sehingga 
data yang penyusun dapatkan tidak ada indikasi 
tentang manipulasi data-data dilapangan. 
Metode ini digunakan untuk mengecek 
keabsahan data hasil interview atau wawancara 
di lapangan yangs sebenarnya.
19
 Kemudian 
dalam hal ini yang diamati adalah tentang 
pelaksanaan bimbingan perkawinan. Penyusun 
melihat secara langsung bagaimana bimbingan 
perkawinan dilaksanakan. Dengan begitu 
penyusun dapat mengetahui apakah ada kendala 
dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan dan 
apa saja yang menjadi kendala dalam 
pelaksanaan bimbingan perkawinan. Selain itu, 
penyusun juga dapat mengetahui apakah 
pelaksanaan bimbingan sudah dapat dikatakan 
                                                                




efektif atau sesuai dengan Peraturan Direktur 
Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam nomor 
379 tahun 2018. 
d. Dokumentasi       
Dokumentasi merupakan catatan atau benda 
yang berkaitan dengan bimbingan perkawinan. 
Yang menjadi sumber data adalah dokumen atau 
catatan-catatan tertulis. Dokumentasi itu dapat 
berbentuk teks tertulis, artefak, gambar maupun 
foto yang berkaitan dengan pelaksanaan 
bimbingan perkawinan.
20
 Dokumen atau arsip 
yang di dapat penyusun salah satunya adalah 
buku modul bimbingan perkawinan untuk calon 
pengantin, buku fondasi keluarga sakinah, dan 
data peserta yang mengikuti pelaksanaan 
bimbingan perkawinan. 
H. Analisis  Data  
Analisis data merupakan proses mencari dan 
menyusun secara sistematis catatan temuan penelitian 
melalui pengamatan dan wawancara dan lainnya untuk 
meningkatkan pemahaman penyusun tentang fokus yang 
                                                                
20 Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian 
Gabungan, (Jakarta: Prenadamedia, 2014), hlm. 391. 
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dikaji, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan 
kepada orang lain.
21
 Deduktif yaitu menarik sumber 
permasalahan yang bersifat umum dalam hal ini 
pelaksanaan bimbingan perkawinan ke dalam hal bersifat 
khusus yakni mencari korelasi antara pelaksanaan 
bimbingan perkawinan dengan peraturan yang berlaku. 
Metode ini diharapkan mampu mengorek beberapa 
faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan 
bimbingan perkawinan di Kota Yogyakarta. 
I. Sistematika Pembahasan 
 Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun membagi 
pembahasan menjadi lima bab dengan rincian sebagai 
berikut: 
Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi 
gambaran umum tentang karya penelitian. Bab ini terdiri 
dari beberapa sub bab yaitu, latar belakang, rumusan 
masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, 
kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika 
pembahasan. 
Bab kedua membahas secara umum terkait program 
bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Latar 
belakang adanya bimbingan perkawinan bagi calon 
                                                                
21 Tohirin, Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan 
Konseling, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012) hlm. 141. 
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pengantin, tujuan bimbingan perkawinan, 
penyelenggaraan bimbingan perkawinan, narasumber 
dan materi bimbingan perkawinan, pendanaan bimbingan 
perkawinan, dan sertifikasi. 
Bab ketiga, membahas tentang pelaksanaan 
bimbingan perkawinan bagi calon pengantin oleh 
Kementerian Agama Kota Yogyakarta. Meliputi, 
pelaksana, materi, narasumber bimbingan, teknis 
pelaksanaan bimbingan, serta faktor pendukung dan 
penghambat pelaksanaan program bimbingan 
perkawinan bagi calon pengantin oleh Kementerian 
Agama Yogyakarta. 
Bab empat berisi tentang analisis mengenai 
efektivitas pelaksanaan bimbingan perkawinan. Bab ini 
terdiri dari efektivitas pelaksanaan bimbingan 
perkawinan dan kesan pesan peserta bimbingan 
perkawinan. 
Bab kelima penutup, yaitu bab yang membahas 
tentang kesimpulan dan saran-saran. Serta di lengkapi 
dengan daftar pustaka dan dilampirkan beberapa 








Setelah penyusun mendeskripsikan dan menganalisis 
efektivitas pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi 
calon pengantin oleh Kementerian Agama Kota 
Yogyakarta maka ada beberapa hal yang dapat 
disimpulkan antara lain: 
1. Kendala atau penghambat yang ditemui dalam 
pelaksanaan bimbingan perkawinan di 
Kementerian Agama Kota Yogyakarta adalah:  
a. Waktu mulainya atau selesainya pelaksanaan 
bimbingan perkawinan kurang sesuai dengan 
penjadwalan. Hal ini terjadi karena 
keterlambatan peserta  dan karena kesibukan 
narasumber. 
b. Kurang disiplinnya peserta bimbingan 
perkawinan misalnya karena kesibukan 
peserta yang tidak dapat ditinggalkan. 
c. Karena waktu yang terbatas sehingga 
penyampaian materi bimbingan perkawinan 
kurang maksimal.  
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d. Biaya yang digunakan untuk melakukan 
bimbingan perkawinan sangat minim 
sehingga jika ingin mengembangkan hal lain 
maka biaya tidak mencukupi, misal ingin 
mengadakan bimbingan perkawinan 
ditempat yang nyaman atau ber AC sehingga 
peserta dapat lebih fokus dalam mengikuti 
bimbingan perkawinan. 
2. Bimbingan perkawinan sudah dilaksanakan sejak 
satu tahun yang lalu, yaitu tahun 2017.  
Pelaksanaan bimbingan perkawinan pada tahun 
2018 diharapkan dapat lebih baik dari 
pelaksanaan bimbingan pada tahun 2017. 
Meskipun sebagian besar pelaksanaan bimbingan 
perkawinan pada tahun 2018 sudah sesuai 
dengan peraturan tetapi masih ada beberapa hal 
yang kurang sesuai. Sehingga pelaksanaan 
bimbingan perkawinan tahun 2018 belum bisa 
dikatakan efektif. 
B. Saran 
1. Untuk Kementerian Agama Kota Yogyakarta 
Kementerian Agama Kota Yogyakarta diharapkan 
lebih sering mengadakan sosialisasi tentang kegiatan 
bimbingan perkawinan kepada masyarakat agar 
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masyarakat tidak meremehkan bimbingan perkawinan 
serta agar masyarakat mengetahui betapa pentingnya 
mengikuti bimbingan perkawinan untuk kehidupan 
rumah tangganya kelak. Bimbingan perkawinan lebih 
ditekankan lagi pelaksanaannya sehingga pelaksanaan 
bimbingan perkawinan di kota Yogyakarta bisa efektif 
sesuai dengan peraturan Direktur Jenderal Bimbingan 
Masyarakat Islam nomor 379 tahun 2018 dalam hal 
waktu, narasumber, materi, serta sarana prasarana. 
Diharapkan juga adanya evaluasi buku modul fondasi 
keluarga sakinah, dengan menambahkan muatan 
membangun ekonomi, psikologi. Karena kedua materi 
tersebut juga penting untuk dipelajari. 
2. Untuk peserta bimbingan perkawinan 
Untuk peserta bimbingan perkawinan yaitu calon 
pengantin diharapakan dapat lebih aktif dalam bertanya 
dan menjawab pertanyaan. Diharapkan dapat fokus 
memperhatikan apa yang disampaikan dalam bimbingan 
perkawinan. Peserta diharapkan mengikuti seluruh 
rangkaian acara pelaksanaan bimbingan perkawinan, 
sehingga peserta tidak setengah-setengah dalam 
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